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Abstrak 

Penelitian ini berfokus pada upaya Pemerintah Provinsi Jakarta di era Anies Baswedan sebagai 
Gubernur dalam pemulihan kualitas udara. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui 
berbagai kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam memulihkan kualitas udara di 
Jakarta. Metode yang digunakan dibunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan 
pendekatan studi kasus. Data-data yang digunakan yakni melalui media online nasional, artikel 
ilmiah serta dokumen terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencemaran udara 
di Jakarta terutama disebabkan oleh tingginya jumlah kendaraan bermotor. Untuk mengatasi 
masalah ini, pemerintah menerapkan sejumlah kebijakan, seperti pengendalian transportasi, 
penerapan pajak karbon, uji emisi kendaraan, dan dorongan terhadap transformasi energi. 
Meskipun kebijakan tersebut dirancang secara komprehensif, implementasinya menghadapi 
berbagai tantangan. Tantangan utama mencakup biaya pelaksanaan yang tinggi, terbatasnya 
infrastruktur pendukung seperti stasiun pengisian kendaraan listrik (SPKLU), serta rendahnya 
partisipasi masyarakat dalam uji emisi dan penggunaan transportasi umum. Pandemi COVID-
19 turut memperburuk keadaan dengan mendorong masyarakat kembali menggunakan 
kendaraan pribadi. Dengan demikian maka keberhasilan pelaksanaan kebijakan pemulihan 
kualitas udara di Jakarta membutuhkan dukungan anggaran yang memadai, kesadaran publik, 
dan kolaborasi lintas sektor. 
 

Kata kunci: Kualitas Udara ; Kebijakan Transportasi; Transformasi Energi; Uji Emisi 
 

Abstract.  

This research focuses on the efforts of the Jakarta Provincial Government in the Anies Baswedan 
era as governor in restoring air quality. The purpose of this research is to find out the various 
policies carried out by the government in restoring air quality in Jakarta. The method used is a 
qualitative research method with a case study approach. The data used is from national online 
media, scientific articles, and other related documents. The results show that air pollution in 
Jakarta is mainly caused by the high number of motorized vehicles. To address this problem, the 
government implemented a number of policies, such as transportation control, carbon tax 
implementation, vehicle emission testing, and encouragement of energy transformation. Although 
the policies are comprehensively designed, their implementation faces various challenges. The 
main challenges include high implementation costs, limited supporting infrastructure such as 
electric vehicle charging stations (SPKLU), and low public participation in emission testing and 
use of public transportation. The COVID-19 pandemic has also worsened the situation by 
encouraging people to return to using private vehicles. Thus, the successful implementation of air 
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quality recovery policies in Jakarta requires adequate budget support, public awareness, and 
cross-sector collaboration. 

 
Keywords: Air Quality; Transportation Policy; Energy Transformation; Emission Tests 
 
 
 

I. PENDAHULUAN 

Pemanasan global dan degradasi lingkungan merupakan dua isu krusial 
yang dihadapi oleh umat manusia saat ini. Karena itulah muncul kesadaran akan 
pentingnya pelestarian lingkungan dan perlindungan lingkungan. Isu tersebut 
kemudian menjadi fokus global dan masuk dalam agenda politik banyak negara 
(Maulidiyah & Auwalin, 2021). Salah satu bentuk degradasi lingkungan yang 
paling nyata dan berdampak langsung pada kehidupan manusia adalah polusi 
udara. Menurut De Meij dkk., (2022), polusi udara telah menyebabkan lebih dari 
300.000 kematian dini di Uni Eropa. Secara global, jumlah korban mencapai 
antara 1,6 hingga 4,8 juta jiwa per tahun. Data ini mencerminkan urgensi untuk 
menangani polusi udara secara sistematis dan menyeluruh. Laporan dari 
Program Lingkungan PBB (UNEP, 2021) juga menunjukkan bahwa sekitar 90% 
populasi di kota-kota besar dunia terpapar udara yang berada di bawah standar 
kesehatan. Padahal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan 
batas aman untuk berbagai jenis polutan seperti PM2.5, PM10, NOx, SO₂, dan 
ozon troposfer. Namun, sebagian besar kota besar dunia melebihi ambang batas 
tersebut (Rahmawati & Pratama, 2023).  

Polusi udara tidak hanya berdampak pada kesehatan manusia, tetapi juga 
memengaruhi ekosistem, hasil pertanian, serta mempercepat perubahan iklim. 
Arwini, (2020), menjelaskan bahwa pencemaran udara secara umum 
diklasifikasikan menjadi pencemar primer dan pencemar sekunder. Pencemar 
primer berasal dari sumber pencemar langsung, seperti karbon monoksida, yang 
berasal dari pembakaran. Pencemar sekunder berasal dari reaksi antara 
pencemar primer dan pencemar sekunder di atmosfer.  Sebuah contoh 
pencemaran udara sekunder adalah pembentukan ozon dalam smog fotokimia. 
Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pencemaran lingkungan 
adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam 
lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui standar 
lingkungan hidup yang telah ditetapkan (Saly & Metriska, 2023). 
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Gambar 1. Sumber Polusi udara 

Sumber.https://jeo.kompas.com/ 

 
Sebagaimana yang terlihat dari gambar diatas, sumber polusi udara yang 

paling banyak ialah dari asap knalpot kendaraan baik motor maupun mobil. 
Menyikapi tingginya angka pencemaran udara akibat transportasi, beberapa 
negara melakukan upaya pengendalian jasa transportasi. Pengendalian jasa 
transportasi merupakan upaya untuk mengendalikan konsumsi energi dan 
jumlah gas buang yang menyebabkan pencemaran udara (Cui dkk., 2020). 
Biasanya, sistem pengendalian transportasi mengandalkan manajemen sistem 
transportasi berbasis Internet of Things (IoT). Pola ini cenderung digunakan di 
kota-kota dengan tingkat kemacetan yang tinggi karena tingkat kemacetan yang 
tinggi cenderung sejalan dengan peningkatan polusi udara (Al-Hemoud dkk., 
2019).  

Dengan mengandalkan kamera sebagai instrumen utama, IoT akan 
mengendalikan transportasi. Melalui aplikasi yang memungkinkan pengelolaan 
lampu lalu lintas dan notifikasi berdasarkan frekuensi kendaraan (Lilhore dkk., 
2022). Pengendalian layanan transportasi dapat dilakukan dalam berbagai 
bentuk, seperti skenario hemat energi rendah karbon (Hanley dkk., 2018). Model 
uji emisi kendaraan juga penting, terutama untuk mobil bertenaga bensin dan 
berteknologi diesel (Letnik dkk., 2018). Selain itu, pilihan transformasi energi dan 
penggunaan transportasi umum akan mengurangi kemacetan dan konsumsi 
energi (Gielen dkk., 2019).  

Selain persoalan transportasi, produksi dan konsumsi energi saat ini 
menjadi masalah munculnya polusi udara, baik secara global maupun lokal. Hal 
ini mengakibatkan penurunan kesehatan manusia dan ekosistem akibat 
pemanasan global (Wang dkk., 2019). Inilah mengapa kebijakan perkotaan di 
beberapa negara cenderung ke arah keberlanjutan, efisiensi energi, konservasi, 
revitalisasi kota, pengelolaan peninggalan sejarah, dan arsitektur yang lebih 
efektif (Massimo dkk., 2022). 

Keputusan untuk mengurangi konsumsi energi telah mengarahkan 
berebagi negara pada kebijakan pembangunan gedung hijau  (Zhang dkk., 
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2018). Bangunan hijau dirancang agar hemat energi dan ramah lingkungan (Ding 
dkk., 2018). Sejak tingkat polusi udara meningkat di seluruh dunia, bangunan 
hijau menjadi solusi untuk mengurangi konsumsi energi dan tingkat emisi (Geng 
dkk., 2019). Namun penerapan green building seringkali menemui kendala, salah 
satunya masalah biaya (Chan dkk., 2018). Bangunan hijau memungkinkan 
penggunaan biaya yang besar, sehingga pelaksanaan pembangunan ini 
cenderung memakan waktu dan tenaga. Hal lain yang tidak kalah pentingnya 
dalam memulihkan kualitas udara adalah pengendalian konsumsi (Tessum dkk., 
2019). Di era kontemporer, dorongan untuk mengkonsumsi bukan berdasarkan 
kebutuhan tetapi keinginan untuk menegaskan status sosial melalui simbol-
simbol produksi yang telah dihancurkan (Habib, 2018). 

Tujuan utama pemulihan kualitas udara merupakan upaya pengurangan 
pencemaran udara untuk mencapai standar udara yang sehat  (Wei dkk., 2021). 
Indonesia merupakan salah satu negara yang tidak luput dari permasalahan 
pencemaran udara ini. Indonesia pernah menduduki peringkat ke-8 sebagai 
negara dengan kematian dini akibat polusi udara pada tahun 2010 (Anugerah 
dkk., 2021). Tingkat polusi di Indonesia masih menjadi masalah besar dan 
meningkat setiap tahunnya (Minhatul Maula, 2024). Hal ini terkait dengan 
kegiatan sosial masyarakat. Pertumbuhan industri, urbanisasi, dan pertumbuhan 
sosial ekonomi yang begitu tinggi di perkotaan dan pinggiran kota terbukti 
meningkatkan konsumsi energi yang merupakan salah satu faktor pencemaran 
udara (Kusuma dkk., 2019). 

Provinsi Jakarta yang merupakan ibu kota negara Indonesia, adalah kota 
metropolitan dengan 10.609.700 penduduk (BPS, 2022). Ini adalah pusat dari 
berbagai aktivitas dan memiliki tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi 
dibandingkan dengan provinsi lain di berbagai negara.  Oleh karena itu, masalah 
pencemaran udara di Jakarta adalah yang paling signifikan dan sulit bagi 
pemerintah untuk menangani.  Data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 
yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 
dapat mendukung hal ini. Nilai IKU Jakarta dari tahun 2011 hingga 2021 sebagian 
besar berada di posisi terendah dibandingkan provinsi lain, dengan sebagian 
besar predikat waspada dan sangat buruk (KLHK, 2015; KLHK, 2017; KLHK, 
2020) (Bernadet dkk., 2023).  Data yang dikumpulkan Iqair pada tanggal 28 
September 2020 juga menunjukkan bahwa Jakarta memiliki skor 139, yang 
berarti kondisi udaranya tidak sehat (Putra & Lutfi, 2021). 

Salah satu dampak dari kemajuan transportasi adalah bahwa aktivitas 
masyarakat kota menjadi lebih fleksibel dan efisien. Budaya masyarakat kota 
dalam beraktivitas mulai berubah dari penggunaan kendaraan bertenaga hewan 
ke penggunaan kendaraan berbahan bakar fossil (Akbar & Akbar, 2022). 
Penelitian ini akan mengkaji berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah 
Provinsi Jakarta tepatnya pada era Anies Baswedan sebagai Gubernur, dalam 
pemulihan kualitas udara. Seperti yang sudah banyak dibahas sebelumnya 
bahwa faktor pencemaran udara di Jakarta lebih banyak dipengaruhi oleh 
banyaknya transportasi. Dengan demikian maka penataan transportasi menjadi 
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isu krusial yang juga akan dibahas oleh penulis, demikian juga dengan kebijakan-
kebijakan lainnya. 

 
II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif 
menggunakan lingkungan alami untuk menafsirkan peristiwa. Seperti yang 
dinyatakan oleh Syahrizal & Jailani, (2023), penelitian kualitatif menggunakan 
berbagai metode kontemporer untuk menemukan dan menceritakan aktivitas 
yang dilakukan orang dan bagaimana aktivitas tersebut memengaruhi kehidupan 
mereka. Menurut Adlini dkk, (2022), tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk 
mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kenyataan dengan 
menggunakan metode berpikir induktif.  

Penelitian ini menerapkan metode studi kasus. Studi kasus merupakan 
bagian dari penelitian kualitatif yang menyoroti peristiwa atau keadaan tertentu 
yang berperan dalam membentuk pemahaman serta perilaku individu (Ilhami 
dkk., 2024). Metode studi kasus digunakan untuk mengeksplorasi secara intensif 
berbagai kebijakan yang diterapkan di Jakarta. Dalam konteks penelitian ini, 
fokus studi diarahkan pada kebijakan pengendalian transportasi, pajak karbon, 
uji emisi, dan transformasi energi yang diberlakukan di Jakarta pada masa 
kepemimpinan Anies Baswedan. Sumber data yang dihasilkan dari penelitian ini 
ialah melaui berbagai media online yang dapat dipercaya serta artiker jurnal 
sebagai pendukung pengauat data.  

Untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan, penelitian ini 
menggunakan analisis tematik, yaitu suatu teknik dalam penelitian kualitatif yang 
bertujuan untuk menemukan pola dan tema melalui data yang dikumpulkan oleh 
peneliti (Heriyanto, 2018). Analisis dimulai dengan membaca secara menyeluruh 
seluruh data yang berasal dari dokumen kebijakan, berita daring, dan artikel 
jurnal untuk memahami konteks kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah 
Provinsi Jakarta. Data dikategorisasi ke dalam tema-tema seperti kebijakan 
transportasi, emisi kendaraan, transformasi energi, dan efisiensi energi. Setiap 
tema dianalisis untuk melihat kontribusinya terhadap upaya pemulihan kualitas 
udara di Jakarta.  

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengendalian Transportasi 
Selama beberapa tahun terakhir, Jakarta menjadi salah satu kota di 

Indonesia dengan kualitas udara yang tergolong buruk. Fenomena ini bukan 
tanpa alasan, mengingat Jakarta merupakan pusat perekonomian nasional yang 
padat aktivitas. Sebagai kota metropolitan, Jakarta menampung berbagai sektor 
industri, area komersial, dan kawasan permukiman padat penduduk yang 
menghasilkan emisi dalam jumlah besar setiap harinya. Di sisi lain, tingginya 
tingkat kepemilikan dan penggunaan kendaraan bermotor, baik pribadi maupun 
umum, turut menyumbang emisi gas buang yang mengandung partikel-partikel 
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berbahaya. Kombinasi berbagai faktor ini memperparah kualitas udara di Jakarta 
dan berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 2. Indeks Pencemaran Udara di Jakarta 

Sumber. Nizliandry (2020). 

 
Data di atas menunjukkan bahwa kualitas udara di Jakarta berada pada 

kategori sedang sepanjang tahun 2019, menurut Indeks Pencemaran Udara 
(IPU). Dengan demikian maka kualitas udara Jakarta pada tahun  2019 belum 
masuk pada gategori baik. Kualitas udara yang dianggap baik berada pada 
rentang skor 0–50 dalam indeks kualitas udara (IKU) yang menggunakan skala 
0–100, di mana semakin rendah angkanya menunjukkan udara yang semakin 
bersih dan aman. Menurut Kurniawan, (2018), pada kisaran ini konsentrasi 
polutan seperti PM2.5, PM10, CO, SO₂, NO₂, dan O₃ berada pada tingkat yang 
sangat rendah dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan 
manusia maupun lingkungan. Meskipun demikian, Nizliandry, (2020), 
menjelaskan bahwa pada tahun 2019 kualitas udara Jakarta sedikit lebih 
membaik dibanding tahun 2018. Indeks kualitas udara menurun ditahun 2019 
dibanding 2018, ketika ISPU mencatat 234 kasus di wilayah DKI dalam kategori 
sangat tidak sehat (ISPU 200-299). 

Perlu diketahui bahwa Sumber utama pencemaran udara di Jakarta 
dipengaruhi oleh kendaraan bermotor. Hal itu seperti yang dirilis oleh Dinas 
Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta. Di Jakarta, sektor transportasi 
berkontribusi pada pencemaran udara dengan NOx 72,4%, CO 92,36%, PM10 
57,99%, dan PM2.5 67,03% (Wiryono & Gatra, 2021). Tingginya pencemaran 
udara di Jakarta menjadi wajar. Hal itu karna di Provinsi Jakarta terdapat banyak 
kendaraan bermotor dengan jenisnya masing-masing yang digunakan oleh 
masyarakat. Kendaraan itu digunakan untuk berbagai aktifitas di ibu Kota 
Jakarta. Salah satu kebijakan yang cukup penting dari pemerintah Provinsi 
Jakarta ialah menata kembali transportasi, yang merupakan salah satu bidang 
yang paling banyak menghasilkan emis. Kebijakan tersebut dianggap sebagai 
cara terbaik untuk mengurangi jejak karbon. 
 



 

Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi  
Volume 4 Nomor 2 Juli-Desember 2025 

808 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 3. Jumlah kendaraan berdasarkan jenis di Jakarta, 2021 
Sumber. Diolah penulis, dari https://www.kompas.com/, 2022 

 
Dari komposisi diatas, sepeda motor mendominasi dengan persentase 

mencapai sekitar 79,6% dari total kendaraan. Sementara itu, mobil penumpang 
menempati posisi kedua dengan proporsi sekitar 16,9%. Jumlah truk hanya 
menyumbang sekitar 3,4%, dan bus merupakan jenis kendaraan dengan jumlah 
paling sedikit, yakni hanya 0,17%. Dominasi sepeda motor yang sangat tinggi 
menunjukkan tingginya ketergantungan masyarakat Jakarta terhadap moda 
transportasi pribadi berbiaya rendah dan fleksibel ini. Rendahnya jumlah bus 
mencerminkan masih terbatasnya cakupan dan mungkin efektivitas sistem 
transportasi umum, yang seharusnya menjadi tulang punggung mobilitas 
perkotaan. Kondisi ini berimplikasi pada meningkatnya kepadatan lalu lintas, 
emisi gas buang, serta polusi udara. Selain itu, jakarta merupakan salah satu 
provinsi dari 38 provinsi di Indonesia dengan penggunaan kendaraan bermotor 
terbanyak.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Grafik 4. 5 Provinsi dengan jumlah kendaraan bermotor terbanyak 2021 

Sumber. Diolah Penulis, dari https://www.kompas.com/ 
 

Berdasarkan keterangan gambar diatas, Provinsi Jakarta menempati 
urutan kedua dengan jumlah kendaraan terbanyak di Indonesia. Tingginya 
jumlah kendaraan di Kota Jakarta tersebut sehingga pemerintah daerah dalam 

https://www.kompas.com/
https://www.kompas.com/
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hal ini Anies Baswedan membuat kebijakan penting dalam aspek transportasi 
untuk memulihkan kualitas udara. Menurut Putra & Lutfi, (2021), Instruksi 
Gubernur Nomor 66 Tahun 2019 dibuat untuk memastikan bahwa angkutan 
umum yang berusia di atas 10 (sepuluh) tahun dan tidak lulus uji emisi tidak boleh 
beroperasi di jalan raya. Instruksi tersebut juga memperketat persyaratan uji 
emisi untuk semua kendaraan pribadi. Selain itu, Lismartini & Mukti,  (2019) 
menjelaskan bahwa kebijakan pemulihan kualitas udara juga dibuat dengan 
mendorong masyarakat untuk beralih dari penggunaan kendaraan pribadi 
dengan menggunakan kendaraan umum. Pemprov Dki berupaya untuk 
meningkatkan kenyaman dan aksebilitas transportasi umum, seperti transjakarta 
dan MRT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5. Kebijakan pengendalian transportasi untuk pemulihan kualitas 

udara. 
Sumber. Diolah oleh penulis dari berbagai sumber 

 
Kebijakan peremajaan angkutan umum oleh pemerintah DKI di masa 

kepemimpinan Anies Baswedan dilakukan dengan berfokus pada modernisasi 
trasportasi publik. Modernisasi tersebut delakukan dengan membuat program 
Jaklingko dengan menghubungkan berbagai mode transportasi di jakarta. 
Kebijakan ini dibuat untuk memberikan kualitas layanan angkutan umum yang 
lebih baik, dan membuat sistem digitalisasi pembayaran yang lebih transparan. 
Kebijakan ini juga bertujuan untuk menambah jumlah bus listrik agar ada 
pengurangan emisi karbon yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor. Kebijakan 
integrasi transportasi Jakarta diharapkan dapat meningkatkan kualitas udara di 
masa depan. Sebab hal tersebut dapat membuat jaringan transportasi umum 
mencapai setiap tempat di kota, dan memberi warga kesempatan untuk 
menggunakan kendaraan umum dari pada kendaraan pribadi. 

Sebagai kota yang penuh dengan kemacetan dan polusi udara, Pemerintah 
Provinsi Jakarta melalui Gubernur Anies Rasyid Baswedan juga menerapkan 
sistem ganjil genap. Kebijakan tersebut terlihat dari nomor polisi pada kendaraan 
yang beroperasi di wilayah Jakarta. Kebijakan sistem transportasi lainnya adalah 
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mengutamakan angkutan umum sebagai bagian dari strategi pengurangan 
penggunaan kendaraan bermotor dan mobil pribadi di Jakarta. Untuk 
memastikan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jakarta bahkan telah merancang 
sistem transportasi publik yang inklusif dan berkelanjutan dengan layanan akses 
transportasi yang terintegrasi. Menurut Wibisono, (2022), Pemerintah Provinsi 
Jakarta telah menambah pembangunan 26 segmen atau jalur sepeda sepanjang 
196,45 km, termasuk jalur terproteksi, jalur berbagi, dan jalur di trotoar. Langkah 
ini mempercepat peralihan dari transportasi pribadi ke transportasi umum dan 
memaksimalkan penggunaan transportasi rendah karbon. 

Sejalan dengan kebijakan yang menekankan penggunaan transportasi 
publik, telah dilakukan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jakarta dan 
Pemerintah Pusat. Kemudian dukungan berbagai pemangku kepentingan, 
termasuk masyarakat, telah mendorong berbagai kemajuan yang berkontribusi 
pada peningkatan penggunaan transportasi publik di Jakarta. Beberapa 
pencapaian tersebut meliputi pembangunan jalur kereta api, perbaikan trotoar, 
peningkatan kualitas serta cakupan layanan angkutan umum. Integrasi stasiun 
Commuterline dengan moda transportasi lain seperti TransJakarta, MRT, LRT, 
dan Mikrotrans melalui program JakLingko juga dibuat. Berdasarkan TomTom 
Traffic Index 2021, Jakarta menempati peringkat ke-46 dari 404 kota di 58 negara 
yang tersebar di enam benua, dengan tingkat kemacetan sebesar 34%. 
Peringkat ini menunjukkan tren perbaikan yang berkelanjutan selama empat 
tahun terakhir, setelah sebelumnya berada di posisi ke-31 pada tahun 2020 dan 
2019 (MRT Jakarta, 2021). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafik 1. Jumlah Kemacetan Lalu Lintas di Jakarta (2019-2021) 
Sumber. https://jakartamrt.co.id/ 

 

Penurunan indeks kemacetan Jakarta dari 2019 ke 2021 menunjukkan 
perbaikan dalam kondisi lalu lintas kota. Salah satu faktor utama yang 
kemungkinan memengaruhi penurunan tajam pada tahun 2020 adalah 
pembatasan mobilitas akibat pandemi COVID-19, yang mengurangi volume 
kendaraan di jalan raya. Penurunan lanjutan pada 2021 meskipun aktivitas mulai 
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meningkat, mengindikasikan bahwa beberapa kebijakan transportasi dan 
peningkatan infrastruktur publik mungkin mulai menunjukkan dampaknya. 
Meskipun demikian, indeks kemacetan masih tergolong tinggi, sehingga upaya 
berkelanjutan tetap dilakukan oleh Pemprov Jakarta untuk mencapai lalu lintas 
yang lebih efisien dan berkelanjutan. 

Keseriusan Pemerintah Provinsi Jakarta untuk mengurangi penggunaan 
transportasi pribadi, menunjukkan bahwa Provinsi Jakarta sedang mengalami 
transformasi ke sebuah kota yang lebih berfokus pada transportasi publik. 
Sebagaimana yang ada di pusat-pusat transportasi perkotaan, pengembangan 
kawasan berorientasi transit diharapkan dapat mencerminkan visi masa depan. 
Tujuannya ialah untuk mendorong revitalisasi kota dengan menitikberatkan pada 
keberadaan ruang terbuka hijau, area interaksi publik, hunian yang terintegrasi, 
serta konektivitas fisik antara berbagai moda transportasi dan bangunan. 
Mengingat karena Jakarta ingin dijadikan sebagai kota yang ramah lingkungan, 
maka setiap kebijakan transportasi dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi 
polusi, mengoptimalkan fasilitas umum, dan mengurangi biaya transportasi 
keluarga.  Kota ini akan menjadi kota yang mudah bepergian dengan biaya 
terjangkau bagi warganya dengan menerapkan pendekatan transportasi umum 
yang terintegrasi yang mencakup manajemen, rute, dan tiket. 

Walaupun terdapat perbaikan pada beberapa aspek, pemilihan kebijakan 
dalam pengendalian transportasi belum sepenuhnya mampun menghasilkan 
polusi udara yang sepenuhnya baik setiap tahunnya. Kondisi udara di Jakarta 
tampaknya bergeser ke kategori sedang hingga tidak sehat pada tahun 2022 
dengan indeks 75-150 AQIPM2.5. Menurut Sufi Fitria Tanjung, Direktur Eksekutif 
Walhi Jakarta, pemerintah dianggap lalai karena polusi udara yang semakin 
melanda Ibu Kota. Dia juga mengatakan bahwa kebijakan yang bertentangan 
dengan undang-undang di tingkat provinsi Jakarta telah dilaksanakan, seperti 
menghancurkan trotoar pejalan kaki dan menghentikan pembangunan 
(KumparanNews, 2023). Peningkatan polusi udara pada tahun 2022, 
menunjukkan bahwa evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas kebijakan perlu 
dilakukan, termasuk analisis terhadap faktor non-transportasi seperti 
pembakaran sampah dan industri rumahan. 

Menurut hemat penulis, peningkatan polusi udara terjadi akibat dari tahun 
2020-2022 Indonesia dihapkan pada masalah penyebaran virus corona. 
Penyebarab virus tersebut menyebabkan masyarakat kembali menggunakan 
trasportasi pribadi dan meninggalkan transportasi umum agar menghindari 
kerumunan yang menjadi penyebab penyebaran Virus Corona. Selain itu, jika 
dilihat dari perspektif sosiologi kebijakan, kebijakan ini belum sepenuhnya 
menyentuh aspek relasi sosial antara pembuat kebijakan dan masyarakat 
pengguna transportasi. Partisipasi publik yang rendah, misalnya dalam mengikuti 
uji emisi kendaraan, menunjukkan adanya kesenjangan antara intensi kebijakan 
dan perilaku masyarakat. Hal ini memperlihatkan bahwa keberhasilan kebijakan 
tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada internalisasi nilai dan 
kesadaran ekologis dalam masyarakat. 
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Penerapan Pajak Karbon dan Uji Emisi Kendaraan 

Pemerintah Provinsi Jakarta telah mengeluarkan Peraturan Gubernur 
Nomor 90 Tahun 2021 untuk Rencana Pembangunan Daerah (RPRKD), yang 
berfokus pada rendah karbon dan ketahanan iklim. Menurut rencana yang dibuat 
oleh Anies Baswedan selaku gubernur provinsi Jakarta, pergub ini akan menjadi 
dasar peraturan yang akan menangani masalah perubahan iklim di ibu kota 
(Azzahra, 2021). Program ini berarti setiap emisi karbon yang dilakukan oleh 
kendaraan pribadi atau dari pabrik wajib membayar pajak sesuai dengan jumlah 
karbon yang dilepaskan. Melalui pajak karbon, Pemprov Jakarta menginginkan 
larangan beroperasinya kendaraan pribadi yang berusia lebih dari sepuluh tahun 
pada 2025. Pemerintah memberlakukan peraturan ini dengan tujuan mengurangi 
emisi gas rumah kaca. Mereka menetapkan target penurunan emisi sebesar 50% 
pada tahun 2030 dan nol emisi pada tahun 2050 

Selain itu, langkah yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta adalah 
mengeluarkan regulasi baru terkait emisi gas buang kendaraan bermotor untuk 
mengendalikan polusi udara. Aturan ini mulai berlaku pada 13 November 2021. 
Pemilik sepeda motor dan mobil yang berusia tiga tahun ke atas akan dikenakan 
denda bagi yang tidak lulus uji emisi (Saptoyo & Hardiyanto, 2021). Pasalnya, 70 
persen polusi udara di Jakarta berasal dari kendaraan bermotor dan mobil. 
Sebagaimana yang disampaikan oleh Arwini, (2020), faktor utama penyebab 
polusi adalah emisi gas buang yang dihasilkan oleh kendaraan, yang 
menyumbang sekitar 70% dari total penyebab polusi. Masyarakat sendiri tidak 
menyadari bahwa penurunan bertahap kualitas udara yang mereka hirup terjadi 
selama beberapa waktu. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Grafik 2. Hasil Uji Emisi di Jakarta 
Sumber. Badan Pusat Statistik (Ahdiat, 2022) 

 

Peraturan Gubernur Jakarta Nomor 66 Tahun 2020 mengenai Pengujian 
Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor, dalam pelaksanaannya belum terlalu 
optimal sesuai target yang ditentukan. Dari grafik diatas dapat dijelaskan bahwa 
jumlah kendaraan bermotor di Jakarta adalah 8,1 juta. Meski demikian, baru 



 

Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi  
Volume 4 Nomor 2 Juli-Desember 2025 

813 
 

49.784 sepeda motor yang sudah dilakukan uji emisi, sementara jumlah mobil 
sekitar 2,8 juta, namun baru 550.839 kendaraan yang baru dilakukan uji emisi. 
Angka ini menunjukkan bahwa salah satu tantangan dalam implementasi 
kebijakan pengendalian transportasi dan pemulihan kualitas udara di Jakarta 
adalah masih minimnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam 
implementasi kebijakan tersebut. Rendahnya partisipasi ini menunjukkan 
pentingnya mekanisme komunikasi kebijakan yang lebih inklusif. Kebijakan yang 
hanya bersifat top-down berisiko tidak direspon oleh masyarakat secara aktif. 
Perlu ada pendekatan berbasis komunitas untuk meningkatkan kesadaran 
lingkungan serta pemahaman terhadap risiko kesehatan dari polusi udara. 

 
Transformasi dan Efesiensi Energi Untuk Pemulihan Kualitas Udara 

Selain kebijakan yan telah penulis paparkan sebelumnya, terdapat 
kebijakan lain yang terus didorong pemerintah DKI Jakarta adalah transformasi 
energi. Istilah transformasi energi adalah program pemindahan energi dari energi 
fosil ke energi non fosil, seperti listrik pada alat transportasi. Jakarta menjadi 
salah satu provinsi yang terus mendorong transformasi energi di Indonesia, 
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bahkan menargetkan Jakarta mencapai 
nol emisi pada 2050. Pengoperasian bus listrik menandai transisi energi ini 
sebagai armada baru di Jakarta. Transisi transportasi-energi ini juga merupakan 
upaya untuk mengurangi emisi karbon dan polusi udara di Jakarta, ibu kota 
Indonesia. Menurut pemerintah DKI Jakarta, dengan menggunakan bus listrik ini 
dapat mengurangi polusi udara sebanyak 28% dibandingkan dengan bus diesel, 
dan emisi CO2 yang dihasilkan dari bus listrik dapat ditekan sebanyak 50,3% 
dibandingkan dengan bus diesel. Ini akan mengurangi emisi karbon dan 
sekaligus mengurangi jumlah kendaraan (Sandi, 2022).  

Selain itu, Peraturan Gubernur nomor 38 tahun 2012 tentang bangunan 
hijau telah dibuat oleh pemerintah Provinsi Jakarta untuk mengurangi emisi gas 
rumah kaca. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan peringatan tentang cara 
mengoptimalkan lingkungan dan sumber daya dengan memantau konsumsi 
energi, air, dan konservasi energi secara teratur. Kepala Dinas Lingkungan Hidup 
(DLH) Jakarta Andino Warih menyatakan bahwa upaya untuk mengurangi 
penurunan green building pada tahun 2020 baru mencapai 0,93% (Kumparan, 
2020). 

Program terakhir adalah peningkatan efisiensi energi. Program ini 
dimaksudkan untuk membangun budaya masyarakat yang bijak dalam 
pengelolaan energi di Jakarta. Pemerintah Provinsi Jakarta saat ini sedang 
gencar menerapkan efisiensi energi di Jakarta, salah satu upaya peningkatan 
efisiensi energi adalah dengan menyediakan angkutan umum atau kendaraan 
listrik. Hal ini diklaim lebih hemat energi dan ramah lingkungan dibandingkan 
dengan kendaraan berbahan bakar minyak (BBM). Hal ini juga didukung oleh PT 
Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero yang menyatakan bahwa penggunaan 
kendaraan berbahan bakar listrik dapat menempuh jarak 10 kilometer dengan 
penggunaan energi satu liter BBM seharga Rp. 13.000. Menurut Uly & Sukmana, 



 

Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi  
Volume 4 Nomor 2 Juli-Desember 2025 

814 
 

(2022), kendaraan listrik hanya membutuhkan daya 1,5 kilowatt-jam (kWh) 
seharga Rp. 2.200 per kWh. Selain konsumsi energi yang boros, kendaraan 
berbahan bakar minyak juga menghasilkan 2,6 kilogram CO2 pada jarak 10 
kilometer, sedangkan kendaraan listrik hanya menghasilkan 1,27 kilogram CO2. 
Kendaraan listrik dapat meminimalkan konsumsi energi dan memulihkan kualitas 
udara.  

Beroperasinya dua Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di 
Lenteng Agung dan MT Haryono, Provinsi Jakarta, adalah bukti kerja sama BPPT 
dan PT Pertamina (Persero) dalam pembangunan ekosistem kendaraan listrik. 
Selain itu, Pemprov Jakarta memprioritaskan jalur pejalan kaki dan sepeda 
sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi energi. Perumusan kebijakan 
ini dilakukan untuk mengurangi konsumsi energi oleh masyarakat. Namun, 
penerapan efisiensi energi juga memerlukan dukungan anggaran untuk 
menyediakan fasilitas yang dapat mencapai efisiensi energi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Grafik 3. Distribusi Regional Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum & 

Stasiun Pengisian, 2021 
Sumber. Diolah penulis, dari antaranews.com/ (Purnama, 2021) 

 
Berdasarkan pada sajian data diatas, di tahun 2021 terdapat 187 unit 

stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) dan Charging Station. Dalam 
keseluruhan sebaran unit stasiun pengisian kendaraan listrik tersebut DKI 
Jakarta masih menjadi wilayah dengan sebaran unit terbanyak yaitu sebesar 83 
unit. Selanjutnya wilayah yang memiliki sebaran unit paling banyak yaitu Jawa 
Timur, Bali, dan Nusa Tenggara yang digabungkan secara keseluruhan memiliki 
29 unit. Jawa Barat memiliki 29 unit dan Banten memiliki 15 unit. Jawa tengah 
dan Yogyakarta memiliki 18 unit Sementara sumatra 7 unit dan Sulawesi, 6 unit. 
Akan tetapi untuk wilayah Jakarta, jumlah tersebut masih tergolong kurang  Untuk 
mendukung ekosistem kendaraan listrik yang andal dan meningkatkan 
kepercayaan konsumen. Sehingga masih diperlukan penembahan signifikan 
serta distribusi yang lebih merata.  

https://www.antaranews.com/
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Dalam konteks Indonesia, keterbatasan jumlah dan distribusi SPKLU di 
Indonesia merupakan hambatan signifikan dalam adopsi kendaraan listrik. Untuk 
mengatasi hal ini, diperlukan peningkatan infrastruktur SPKLU yang merata dan 
mudah diakses, serta strategi edukasi dan promosi yang efektif untuk 
meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang manfaat 
kendaraan listrik dan fasilitas pengisiannya (Haryadi dkk., 2023). Menyikapi hal 
tersebut, Pemerintah Indonesia menargetkan total 580 SPKLU pada 2022, 
dengan perkiraan 5.879 unit untuk mengakomodasi kendaraan listrik berbasis 
baterai. Pada tahun 2030, negara itu diproyeksikan akan memiliki 24.720 SPKLU 
dan 254.181 kendaraan listrik berbasis baterai pada tahun yang sama (Pahlevi, 
2022). Namun hal tersebut memerlukan pendanaan yang cukup besar. Olehnya 
itu salah satu tantangan dalam implementasi kebijakan pemulihan kualitas udara 
adalah masalah ketersediaan dana. 

 
IV. KESIMPULAN 

Penelitian ini menunjukkan bahwa pencemaran udara di Jakarta 
merupakan permasalahan yang kompleks, yang terutama disebabkan oleh 
tingginya jumlah kendaraan bermotor dan aktivitas industri di wilayah perkotaan. 
Pemerintah Provinsi Jakarta telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk 
menanggulangi masalah ini, termasuk pengendalian transportasi, penerapan 
pajak karbon, uji emisi kendaraan, serta transformasi energi melalui adopsi 
kendaraan listrik dan kebijakan bangunan hijau. Namun, pelaksanaan kebijakan-
kebijakan tersebut masih menghadapi tantangan signifikan, seperti biaya yang 
tinggi, kurangnya partisipasi masyarakat, keterbatasan infrastruktur, serta 
rendahnya kesadaran terhadap pentingnya menjaga kualitas udara. Implikasi 
dari kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemulihan kualitas udara tidak 
hanya bergantung pada kebijakan teknokratis, tetapi juga pada perubahan 
perilaku masyarakat dan dukungan lintas sektor yang berkelanjutan. Dapat 
dikatakan bahwa kebijakan lingkungan yang diterapkan belum sepenuhnya 
menjangkau kelompok masyarakat kelas bawah, pekerja informal, dan warga 
yang tidak memiliki akses terhadap transportasi umum. Kelompok ini cenderung 
bergantung pada kendaraan bermotor murah seperti sepeda motor untuk 
mobilitas harian, sehingga risiko paparan polusi dan ketimpangan akses 
terhadap solusi transportasi yang ramah lingkungan menjadi lebih tinggi. Oleh 
karena itu, kebijakan publik ke depan perlu memperhatikan aspek keadilan sosial 
dan inklusi, agar tidak menambah beban bagi kelompok rentan dalam proses 
transisi menuju kota yang lebih bersih dan sehat. Penelitian ini 
merekomendasikan agar pemerintah memperkuat program sosialisasi dan 
edukasi. Poin dari program tersebut berkaitan dengan pentingnya uji emisi serta 
penggunaan transportasi umum, serta memperluas jangkauan dan kenyamanan 
transportasi publik. Selain itu, dibutuhkan pemberdayaan masyarakat melalui 
pembentukan forum warga, komunitas sadar lingkungan, serta kolaborasi 
dengan LSM dan sektor swasta akan kebijakan dapat berjalan dengan optimal.  
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